BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMORL2TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 59 TAHUN
2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017

Menimbang :

Mengingat :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 160 ayat 4

3

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor
21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan
daerah dan memperhatikan adanya usulan
perubahan/pergeseran capaian target kinerja pada objek
belanja, rincian objek belanja dalam objek belanja dan
penjelasan dalam rincian objek belanja, maka dipandang
perlu dilakukan perubahan penjabaran anggaran
pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan
bupati tentang perubahan atas peraturan Bupati Luwu
Timur nomor 59 tahun 2016 tentang penjabaran
anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten
Luwu Timur tahun anggaran 2017

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Indonesia 4270);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran
Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3569);



10.

11,

12.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 43355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksanaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesa Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437) ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438) ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

(§]



13.

14.

16.

17,

18.

19.

20.

2L

R

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 43502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 20035 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4573);

Peratuaran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tetang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5
Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang
Perubahan Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014
Nomor 12 tambahan Lembaran Daerah Tahun 2014
Nomor 89);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2017
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016
Nomor 11);

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 59 Tahun 2016
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2017



(Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016
Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 59 TAHUN
2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN
ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun Anggaran 2017 :

1. Pendapatan

a. Semula Rp1.337.428.113.229,00

b. Bertambah / (berkurang) Rp12.000.000.000,00

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp1.349.428.113.229,00
2. Belanja

a. Semula Rp1.361.928.113.229,00

b. Bertambah / (berkurang) Rp12.000.000.000,00

Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp1.373.928.1 13.229,00
Defisit Setelah Perubahan (Rp24.500.000.000,00)

1. Pembiayaan

a. Penerimaan

1. Semula Rp24.500.000.000,00
2. Bertambah / (berkurang) RpO

Jumlah Setelah Perubahan Rp24.500.000.000,00
Pembiayaan Netto Rp24.500.000.000,00

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan Rp.0

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu

Timur Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, dirinci



lebih lanjut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:

1. Lampiran]l  Ringkasan Perubahan APBD;

2. LampiranIl Rincian  Penjabaran Perubahan APBD  Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, SKPD, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

Pasal 3
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan

Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 17 April 2017

M
BUPATI LUWU TIMUR,
MUAH. THORIG HUSLER
Diundangkan di Malili
pada tanggal o April-20%7
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,
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